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Ericson, Juan Fellix. 2025. Pemanfaatan Kayu Berjenis Halaban Yang Berasal Dari 

Kebun Sendiri Dalam Persepektif Keadilan. Program Magister Hukum, Fakultas 

Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: 

Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., 130 halaman. 

RINGKASAN 

Dalam konteks tindak pidana kehutanan, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta 

peraturan turunan lainnya telah mengatur secara jelas mengenai jenis kayu yang 

dilindungi dan ketentuan mengenai perizinan pengangkutan kayu. Salah satu 

peraturan yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (PERMENLHK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan 

Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai 

pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, termasuk aturan mengenai jenis kayu 

yang dilindungi serta ketentuan pengangkutannya. Regulasi dan tata kelola untuk 

penebangan, pengolahan, sampai dengan pengangkutan terhadap berbagai jenis 

kayu telah secara lengkap dan tersusun secara komprehensif dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, namun sayangnya dalam praktiknya, masih 

sering sekali terjadi kesalahan ataupun kekhilafan penerapan hukum oleh aparat 

penegak hukum yang mengakibatkan cederanya hak asasi seseorang yang 

menimbulkan ketidakadilan bagi individu dan bahkan bagi masyarakat yang 

sebenarnya tidak memenuhi unsur tindak pidana atau bukan sebagai subjek yang 

dimaksud oleh pembentuk undang-undang, khususnya dalam hal pengangkutan 

kayu berjenis Halaban seperti pada perkara pidana, yakni Putusan Pengadilan 

Perkara Nomor: 133/Pid.B/2023/Pn.Kgn pada Pengadilan Negeri Kandangan yang 

telah menyatakan Terdakwa Tamrani bersalah, padahal asal usul kayu yang 

Terdakwa bawa masih belum jelas dan belum terbukti berasal dari kawasan hutan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus 

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 133/Pid.B/2023/Pn.Kgn. 

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan memberikan preskripsi hukum 

berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan 

fakta hukum dalam kasus yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum 

yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (seperti undang-undang dan 

putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum 

lainnya), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data 
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dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis dilakukan dengan 

mengorganisasi, memilah, dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk 

membangun argumentasi hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

Hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak mengklasifikasikan pemanfaatan 

kayu berjenis Halaban yang didapat dari kebun sendiri (Hutan Hak) sebagai suatu 

tindak pidana dibidang kehutanan, hanya saja terjadi permasalahan ketika kayu 

Halaban tersebut diangkut untuk dijual, di mana ketentuan pidana Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 mengatakan harus adanya dokumen pengangkutan yang sah 

dalam setiap pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu di Indonesia, sedangkan 

PERMENLHK Nomor 8 Tahun 2021 tidak memberikan ketentuan apa pun untuk 

menjadi dasar legalitas yang dibenarkan sebagai bentuk kepastian hukum 

(kekosongan hukum) bagi masyarakat. 

Arah formulasi hukum pidana terhadap pemanfaatan kayu Halaban di masa 

mendatang perlu mengeliminasi over-criminalization yang selama ini terjadi pada 

sektor kehutanan. Salah satu caranya ialah dengan melakukan reformasi hukum 

kehutanan berupa: 1) Penegasan Diferensiasi Subjek dan Objek Hukum di dalam 

UU Nomor 18 tahun 2013; 2) Pemidanaan dalam UU Nomor 18 tahun 2013 

seharusnya hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) setelah 

mekanisme administratif atau non-penal telah ditempuh; 3) Merevisi ketentuan 

dalam PermenLHK No. 8 Tahun 2021, semula terjadi pembatasan pengaturan 

khusus untuk Pulau Jawa dan Bali diubah menjadi ketentuan yang berlaku umum 

untuk seluruh wilayah Indonesia. 
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Ericson, Juan Fellix. 2025. Pemanfaatan Kayu Berjenis Halaban Yang Berasal Dari 

Kebun Sendiri Dalam Persepektif Keadilan. Program Magister Hukum, Fakultas 

Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: 

Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., 128 halaman. 

ABSTRAK 

Kata kunci: pidana, kehutanan, pengangkutan, kayu Halaban, reformulasi, 

kriminalisasi, kekosongan hukum, kekosongan teknis-administratif,. ultimum 

remedium, kebijakan pidana. 

Hukum pidana dalam konteks kebijakan kriminal memiliki fungsi sebagai ultimum 

remedium, yakni upaya terakhir setelah mekanisme hukum administratif atau non- 

penal tidak memadai. Namun, dalam praktik penegakan hukum kehutanan, sering 

terjadi penerapan sanksi pidana yang tidak proporsional, sehingga berpotensi 

menimbulkan over-criminalization. Penelitian ini berfokus pada kasus Putusan 

Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 133/Pid.B/2023/Pn.Kgn terkait 

pengangkutan kayu Halaban dari kebun sendiri yang dijatuhi pidana meskipun asal- 

usul kayu tidak dibuktikan secara jelas oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif 

melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Hukum positif di Indonesia pada 

dasarnya tidak mengklasifikasikan pemanfaatan kayu berjenis Halaban yang 

didapat dari kebun sendiri (Hutan Hak) sebagai suatu tindak pidana dibidang 

kehutanan. Kedua, formulasi hukum kehutanan ke depannya perlu menetapkan: (1) 

Penegasan Diferensiasi Subjek dan Objek Hukum di dalam UU Nomor 18 tahun 

2013; (2) Pemidanaan dalam UU Nomor 18 tahun 2013 seharusnya hanya 

diterapkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) setelah mekanisme 

administratif atau non-penal telah ditempuh; (3) Merevisi ketentuan dalam 

PermenLHK No. 8 Tahun 2021, semula terjadi pembatasan pengaturan khusus 

untuk Pulau Jawa dan Bali diubah menjadi ketentuan yang berlaku umum untuk 

seluruh wilayah Indonesia. 
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Ericson, Juan Fellix. 2025. Utilization of Halaban Wood from Private Plantations 

in the Perspective of Justice. Master of Law Program, Faculty of Law, 

Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. H. 

Ahmad Syaufi, S.H., M.H., 128 pages. 

ABSTRACT 

Keywords: criminal law, forestry, transportation, Halaban wood, reformulation, 

over-criminalization, legal vacuum, technical-administrative vacuum, ultimum 

remedium, penal policy. 

Criminal law, within the framework of criminal policy, serves as an ultimum 

remedium, meaning it should be applied only as a last resort when administrative 

or non-penal mechanisms are insufficient. However, in the practice of forestry law 

enforcement, criminal sanctions are often applied disproportionately, leading to 

potential over-criminalization. This research focuses on Kandangan District Court 

Decision No. 133/Pid.B/2023/Pn.Kgn concerning the transportation of Halaban 

wood from private plantations, where the defendant was convicted despite the 

unclear origin of the timber not being proven by the Public Prosecutor. 

The research employs a normative legal method with a prescriptive character 

through the statute approach, conceptual approach, and case approach. 

The findings reveal that, first, Indonesian positive law does not classify the 

utilization of Halaban wood sourced from private plantations (hutan hak) as a 

forestry-related criminal offense. Second, the future formulation of forestry law 

needs to establish: (1) a clear differentiation of legal subjects and objects within 

Law No. 18 of 2013; (2) criminal sanctions under Law No. 18 of 2013 should be 

applied strictly as an ultimum remedium after administrative or non-penal 

mechanisms have been exhausted; and (3) revision of the provisions in Minister of 

Environment and Forestry Regulation No. 8 of 2021, changing its limited 

application to Java and Bali Province into a universally applicable regulation for 

all regions of Indonesia. 
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